
/

BUPATI BOYOLALI

PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN 
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN, RETRIBUSI 

PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT, RETRIBUSI 
PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA, DAN RETRIBUSI 

PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOYOLALI,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Peraturan 
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Jasa Umum dan Pasal 46 ayat (4) Peraturan Daerah 
Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Jasa Usaha, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Retribusi dimaksud;

Mengingat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dan 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

\ X. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah

J 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4890);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 
2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali 
Nomor 93);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun
2007 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 94);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali 
Nomor 107);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 121);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 122);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);

20. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 34 Tahun 2011 
tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 
Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2011 Nomor 34);

MEMUTUSKAN

JI 

• 
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN 
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI 
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN, RETRIBUSI 
PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT, 
RETRIBUSI PEN GGANTI AN BIAYA CETAK PETA DAN 
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

2. Bupati adalah Bupati Boyolali.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral yang 
selanjutnya disingkat DPU dan ESDM adalah Dinas Pekerjaan Umum 
dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boyolali.

5. Kepala DPU dan ESDM adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan 
Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boyolali.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif 
adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan 
atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 
yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 
untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

9. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan 
daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/ 
kebersihan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;

10. Makam adalah tempat untuk mengubur mayat/jenazah/kerangka 
jenazah dan pemindahan kerangka jenazah;

11. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk 
keperluan pemakaman mayat/jenazah yang dimiliki dan/atau dikelola 

oleh Pemerintah Daerah;

12. Pengabuan
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12. Pengabuan/kremasi adalah pembakaran jenazah seseorang yang 
meninggal dan/atau kemngka jenazah;

13. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan daerah 
sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta yang dibuat 
Pemerintah Daerah;

14. Peta adalah suatu benda yang terbuat dari kertas atau sejenisnya 
yang memuat gambar mengenai suatu lokasi/wilayah dengan skala 
tertentu yang dapat memberikan informasi yang jelas;

15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas 
pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

16. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pelayanan pemakaian kekayaan 
daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

17. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Boyolali.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu 
Maksud

Pasal 2

Sebagai petunjuk pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan insentif
pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi 
Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Penggantian Biaya 
Cetak Peta, dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sesuai Peraturan 
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa 
Umum, dan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kedua 
Tujuan

Pasal 3
Menjadi pedoman pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan insentif
pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi 
Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Penggantian Biaya 
Cetak Peta, dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, pada DPU dan ESDM 
agar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian

»r 
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Bagian Ketiga 

Ruang Lingkup

Pasal 4
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi tata cara 
pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Retribusi Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan 
Mayat, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dan Retribusi Pemakaian 
Kekayaan Daerah, pada DPU dan ESDM.

BAB III
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

Paragraf 1
Prinsip Pemanfaatan Insentif 

Pasal 5
Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Retribusi dilaksanakan 
berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan 
besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif 
daerah.

Paragraf 2
Tata Cara Pemberian Insentif 

Pasal 6
(1) Instansi yang melakukan pemungutan retribusi diberikan insentif 

sebesar 5% (lima persen) dari penerimaan retribusi yang dibayarkan 
secara proporsional kepada:
a. Bupati;
b. Wakil Bupati;
c. Sekretaris Daerah; dan
d. DPU dan ESDM.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati.

(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila 
mencapai target penerimaan Retribusi yang telah ditetapkan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dijabarkan secara 
triwulanan.

(4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk 
meningkatkan:

a. kinerja
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b. Wakil Bupati; 
c. Sekretaris Daerah; dan 
d. DPU dan ESDM. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila 
mencapai target penerimaan Retribusi yang telah ditetapkan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dijabarkan secara 
triwulanan. 

(4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk 
meningkatkan: 

a. kinerja . 
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(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(1)

(2)

a. kinerja SKPD;
b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;
c. pendapatan daerah; dan
d. pelayanan kepada masyarakat;
Pencapaian target penerimaan Retribusi dijabarkan secara triwulanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut, untuk:
a. sampai dengan triwulan I : 20% (dua puluh persen);
b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen);
c. sampai dengan triwulan III: 75% (tujuh puluh lima persen); dan
d. sampai dengan triwulan IV: 100% (seratus persen).
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan 
setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
Dalam hal target kineija suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk 
triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah 
mencapai target kineija triwulan yang ditentukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3).
Dalam hal target kineija pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak 
tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk 
triwulan sebelumnya.
Dalam hal target penerimaan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah 
tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan 
pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif tersebut diberikan 
pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaanya sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7
Besamya insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (1) untuk setiap bulannya ditetapkan paling tinggi 6 (enam) 
kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
Apabila dalam realisasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdapat sisa lebih, hams disetor ke Kas Umum Daerah sebagai 
penerimaan Daerah.

BAB IV
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8
(1) Kepala DPU Dan ESDM menyusun penganggaran Insentif pemungutan 

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2) Penganggaran insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan 
berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan 
Retribusi serta rincian Objek belanja Retribusi.

Pasal

ii
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a. kinerja SKPD; 
b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD; 
c. pendapatan daerah; dan 
d. pelayanan kepada masyarakat; 

(5) Pencapaian target penerimaan Retribusi dijabarkan secara triwulanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut, untuk: 
a. sampai dengan triwulan I : 20% (dua puluh persen); 
b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen); 
c. sampai dengan triwulan III: 75% (tujuh puluh lima persen); dan 
d. sampai dengan triwulan IV: 100% (seratus persen). 

(6) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan 
setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya. 

(7) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk 
triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah 
mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3). 

(8) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak 
tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk 
triwulan sebelumnya. 

(9) Dalam hal target penerimaan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah 
tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan 
pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif tersebut diberikan 

.. pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaanya sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 7 
(1) Besarnya insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (1) untuk setiap bulannya ditetapkan paling tinggi 6 (enam) 
kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat. 

(2) Apabila dalam realisasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetor ke Kas Umum Daerah sebagai 
penerimaan Daerah. 

BAB IV 
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 8 
(1) Kepala DPU Dan ESDM menyusun penganggaran Insentif pemungutan 

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 
(2) Penganggaran insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan 
berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan 
Retribusi serta rincian Objek belanja Retribusi. 

Pasal . 
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Pasal 9

Kepala DPU dan ESDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 
mempertanggungjawabkan pelaksanaan pembayaran insentif sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal /7 2012

BUPATI BOYOLALI,

<^SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal 17 JpitTUJflri

SEKRETARIS DAERAH

2012

KABUt^TEN BOYOLALI,

INGSIH

retan diteliti 
Bag Hk & HAtvl 

Seiaa
Tgt
Prf imir

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2012 NOMOR 3

- 8­ 

Pasal 9 

Kepala DPU dan ESDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 
mempertanggungjawabkan pelaksanaan pembayaran insentif sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal l Januari 2012. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Boyolali. 

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal i7 nu=ri 

k BUPATl BOYOLALI, r 
d- 

<2SENO SAMODRO 

2012 

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal 17 nrl 2012 Tetan aitelitt 

Bag tHk & HAN 
Setda 

SEKRETARIS DAERAH 
To 
f 

SERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2012 NOMOR 3 


